Yth Kepala Perangkat Daerah/ UPTD/ Unit Kerja/ UOBK/

UOBF/ Satuan Pendidikan SMP Negeri/ Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

di —
SURAKARTA
SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN REVIEW ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

DALAM RANGKA PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
TAHUN 2026

A. Latar Belakang

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil
Negara mengamanatkan bahwa Pegawai non-ASN atau nama lainnya waijib
diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang
ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau
nama lainnya selain Pegawai ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta perlu
melakukan pemetaan dan penataan jabatan secara komprehensif untuk memastikan
kesesuaian kebutuhan organisasi dengan kualifikasi sumber daya manusia yang
tersedia, sebagai dasar pengadaan SDM pada tahun 2026.

. Maksud dan Tujuan

Maksud : mewujudkan tata kelola SDM yang profesional, efektif, efisien, dan
berkeadilan.

Tujuan

1. Menjamin proses pemetaan dan penataan jabatan dilaksanakan secara objektif,
transparan, dan akuntabel;

2. Memberikan kepastian status kepegawaian bagi Pegawai Non ASN sesuai
peraturan perundang-undangan;

3. Menyediakan dasar perencanaan kebutuhan SDM yang tepat guna dalam
mendukung pelayanan publik; dan
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4. Memperkuat sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Kota Surakarta.

. Ruang Lingkup

Pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pemetaan, penataan jabatan

serta perencanaan kebutuhan pengadaan SDM di Lingkungan Pemerintah Kota

Surakarta Tahun 2026, meliputi : Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu), pekerja alih daya, serta

pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

. Dasar

;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018
Tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja;

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi
Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 Tentang
Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja;
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9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

E. Isi Edaran
1. Seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan pemetaan, penataan jabatan, serta
perencanaan SDM meliputi: analisis jabatan, analisis beban kerja, serta
kebutuhan riil organisasi dengan mempertimbangkan:

a. Surat Plt Sekretaris Daerah Kota Surakarta tanggal 1 Juli 2025 Nomor
B/KP.00/5112 perihal Penataan dan Peremajaan Data Non ASN Pemerintah
Kota Surakarta Pasca Seleksi CASN Formasi Tahun 2024:

b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1145 Tahun 2025 Tentang Penetapan
Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

c. Surat Sekretaris Daerah Kota Surakarta Kota Surakarta 18 September 2025
Nomor B/800/7868 tanggal hal Permohonan Perubahan Penetapan Formasi
PPPK Paruh waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

2. Perangkat Daerah agar mengkonsolidasikan pemetaan, penataan jabatan, serta
perencanaan SDM pada Unit Kerja/ UOBK/ UOBF/ UPTD/ Kelurahan/ Satuan
Pendidikan yang menjadi kewenangannya;

3. Dalam rangka Perencanaan SDM Tahun 2026, Perangkat Daerah agar
melakukan pemetaan dan penataan jabatan melalui kerta kerja https://s.id/d6 Trw

untuk ASN dan https://s.id/3Lv1i untuk PPPK Paruh Waktu, pekerja alih daya dan
Pegawai BLUD;

4. Hasil Pemetaan dan penataan jabatan akan menjadi dasar dalam penataan
Pegawai Non ASN serta Perencanaan Kebutuhan SDM yang akan ditetapkan
dengan Surat Keputusan Wali Kota Surakarta tentang Kebutuhan Sumber Daya
Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

5. Pengadaan SDM Tahun 2026 berpedoman pada Surat Keputusan Wali Kota
Surakarta tentang Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah
Kota Surakarta;

6. Kepala Perangkat Daerah dilarang mengangkat pegawai baru di luar mekanisme
pengadaan SDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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7. Layanan pengajuan kebutuhan SDM terpadu berbasis beban kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Analisa Jabatan
dan Sistem Informasi Analisis Beban Kerja (Sanja Simbak), dengan dilengkapi :
a. Nota Dinas Kepala Perangkat Daerah Kepada Sekretaris Daerah Kota
Surakarta Lewat Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Surakarta Tembusan
Kepala BKPSDM Kota Surakarta;

b. Perhitungan Beban Kerja untuk masing — masing jabatan;

c. SOP yang terkait dengan aktivitas usulan jabatan.

8. Pengajuan kebutuhan SDM Unit Kerja/ UOBK/ UOBF/ UPTD/ Kelurahan/ Satuan
Pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

9. Timeline pelaksanaan Kegiatan, sebagai berikut :

No Tahapan Waktu

1. | Desk Verifikasi Pemetaan Jabatan | 15 - 16 Oktober 2025

Kebutuhan SDM

2. | Penandatangan Berita Acara | 16 - 17 Oktober 2025

Perencanaan SDM Tahun 2026 oleh

Kepala Perangkat Daerah

Pengolahan Data 17- 20 Oktober 2025
Uji Publik Draft SK Kebutuhan SDM 23 Oktober 2025
Pengusulan penetapan SK Kebutuhan | 27 Oktober 2025
SDM

F. Penutup

Demikian agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2025
a.n. Wali Kota Surakarta,

Tembusan:
1. Wali Kota Surakarta;
2. Wakil Wali Kota Surakarta
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